
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengadili
perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 = Constitutional Courts Authorities
as an Institution for Regional Election Dispute Settlement, post-decision
of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 / Ibnu Hakam
Musais
Ibnu Hakam Musais, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20498596&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

<p>Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pilkada bukan lagi pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal

18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan

kepala daerah dipilih secara demokratis, sampai saat ini juga masih menimbulkan perdebatan apakah

dilaksanakan secara langsung atau dapat pula melalui perwakilan. Kewenangan untuk mengadili

perselisihan hasil pilkada di Indonesia telah beberapa kali berpindah dari Mahkamah Agung kepada

Mahkamah Konstitusi, lalu dikembalikan kepada Mahkamah Agung, dan terakhir secara normatif diberikan

kepada badan peradilan khusus. Alih-alih menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XI/2013 untuk mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hasil pilkada, pembuat undang-undang justru

mengembalikan kewenangan penyelesaian hasil pilkada untuk sementara waktu kepada Mahkamah

Konstitusi. Meskipun badan peradilan khusus harus dibentuk paling lambat pada tahun 2024, sebelum

dilaksanakannya pilkada serentak nasional, sampai dengan saat ini masih belum ada pembahasan serius

untuk mencari format ideal penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Terlepas dari hal tersebut, pada praktik

ketatanegaraan di negara lain telah dikenal <em>electoral court </em>yang secara khusus mengadili

perselisihan hasil pilkada. Namun demikian, pengaturannya dilandasi oleh pencantuman kewenangan

lembaga tersebut pada konstitusi. Dari fakta pengalaman dalam mengadili perselisihan hasil pilkada,

Mahkamah Konstitusi diakui oleh berbagai kalangan lebih baik daripada Mahkamah Agung. Untuk itu,

penyelesaian perselisihan hasil pilkada sebaiknya diberikan kembali kepada Mahkamah Konstitusi.

<hr />

<b>ABSTRACT</b><br>

</p><hr /><p><em>Post-decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013, regional election

is no longer as an election mentioned in the Article 22E of the 1945 Constitution of the Repuublic of

Indonesia. Until now, debates about provisions of the Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of

the Republic of Indonesia, especially about regional heads are democratically elected, should be applied by

direct regional election or indirect regional election. The authority to resolving disputes over regional

elections results in Indonesia has moved from Supreme Court to Constitutional Court, then returned to the

Supreme Court, and finally its given to the special judicial bodies. Instead of executing the Constitutional

Courts Decision Number 97/PUU-XI/2013 to regulate about institution to resolve disputes over regional

election, law makers even give the authority back to the Constitutional Court, as a temporarily authority

until the Special Judicial Bodies established. Although the Special Judicial Bodies should be formed before
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years of 2024 which is simultaneously national election are held, there are no serious discussion from the

lawmakers to have an insight for an institution to resolving the disputes over regional election results. Even

though, constitutional practices in other countries began to introduce electoral court as a special judicial

bodies to resolving disputes over regional elections results. However, it based on the provision on their

constitution. From the fact of experiences in resolving disputes over regional elections results, Constitutional

Court is better than the Supreme Court was. For this reason, the authority to resolving disputes over regional

elections results, is way much better if returned to the Constitutional Court.</em></p>


